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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat 

menyampaikan sebagai berikut: 

V.1. Kesimpulan 

1. Terkait keberadaan perlindungan hukum dalam transaksi efek offshore 

product di Indonesia, sejauh ini belum ada pengaturan secara khusus dan 

konkrit yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor dalam 

transaksi efek offshore product pada sektor jasa keuangan. Perlindungan 

hukum bagi investor masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. perlindungan bagi investor dalam 

transaksi efek offshore product, Undang-Undang Pasar Modal hanya 

sebatas mengatur terkait perlindungan terhadap investor dalam 

berinvestasi saja, karena efek offshore product sendiri juga tidak diatur 

secara spesifik pada Undang Undang Pasar Modal. 

2. UU OJK belum memberikan pengaturan secara khusus mengenai 

perlindungan hukum investor dalam transaksi efek offshore, berkaitan 

dengan isu hukum ini dengan adanya melalui Siaran Pers SP 

36/DHMS/OJK/VII/2022 tentang kebijakan larangan pemasaran efek 

offshore product hal tersebut dapat menjadi landasan dari perlindungan 

konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan karena kebijakan 

tersebut merupakan himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk 

mengantisipasi kejadian yang akan terjadi diluar kendali OJK. OJK juga 

menilai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kerugian pada 

usaha jasa pasar modal dan membahayakan hak investor sehingga 

memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Pemeriksaan ini dilakukan 

oleh pejabat PNS tertentu di OJK. Pemeriksaan dan penyidikan yang 

dilakukan OJK merupakan bagian dari prosedur pengawasan yang 

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum kepada 
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investor. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, OJK mempunyai 

kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif seperti teguran 

tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, 

pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan 

pendaftaran. Maka peran OJK dengan menerbitkan siaran pers berisi 

larangan pemasaran offshore product dan OJK meminta pelaku jasa 

keuangan untuk memperkuat perlindungan konsumen secara menyeluruh 

yang tertera pada siaran pers nomor SP 36/DHMS/OJK/VII/2022 dan 

SP27/GKGB/OJK/III/2023 sudah tepat, hanya saja kita perlu ada 

peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur secara khusus 

terkait isu tersebut agar jelas Implementasi perlindungan hukumnya 

terhadap konsumen dan Masyarakat atau investor dalam melakukan 

transaksi offshore product. 

V.2. Saran 

1. Saran penulis untuk keberadaan perlindungan hukum dalam transaksi efek 

offshore product di Indonesia, seharusnya”berkenaan dengan pemahaman 

offshore product serta rancunya pengaturan terhadap perlindungan 

konsumen dan masyarakat dalam transaksi efek offshore product perlu 

adanya regulasi atau pembaharuan hukum pada Undang-Undang Otoritas 

Jasa Keuangan untuk mengatur perlindungan hukum investor dalam 

transaksi offshore product agar tidak terjadinya kekosongan hukum, maka 

perlu kiranya dilakukan kajian secara mendalam dari berbagai aspek 

penerapannya dengan memperhatikan unsur tujuan, kepastian dan keadilan 

dari hukum perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan itu 

sendiri, agar segala masukan dari berbagai pihak dalam rangka 

penyempurnaan hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Otoritas Jasa 

Keuangan dapat segera diwujudkan. Dengan demikian diharapkan dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada 

sektor keuangan terkait transaksi efek offshore product di Indonesia. 

2. Dikarenakan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat dalam 

transaksi efek offshore product belum dilaksanakan secara penuh, maka 
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sebaiknya dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan otoritas jasa keuangan dan 

peraturan pendukung lainnya yang terkait dengan isu hukum ini. Akibat 

hukum perlindungan konsumen dan masyarakat dalam transaksi offshore 

product belum maksimal, untuk sementara implementasi perlindungan 

kepada masyarakat melalui kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan 

mengeluarkan Siaran Pers Nomor SP 36/DHMS/OJK/VII/2022 tentang 

larangan pemasaran efek offshore product di Indonesia. Karena offshore 

product masih belum memiliki izin dan kedudukan hukum oleh 

pemerintah Indonesia terlebih pada sektor keuangan. Sehingga, masih 

banyak masyarakat selaku konsumen yang melakukan investasi pada 

offshore product secara illegal, terkait hal ini penulis menyarankan kepada 

pemerintah untuk segera meregulasi peraturan khusus terkait penerapan 

perlindungan konsumen dan masyarakat dalam transaksi efek offshore 

product secara jelas dan terperinci. Dan penulis menyarankan kepada 

masyarakat, bahwa harus bisa memilah dan memilih dalam berinvestasi 

serta berhati-hati dalam bertransaksi efek. Alangkah baiknya jika 

masyarakat tidak melakukan transaksi efek offshore product yang tidak 

memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan agar terhindar dari hal-hal yang 

tidak diinginkan.  
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